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Family law is the law that contains a series of legal regulations arising from
the association of family life. The cornerstone of formal enforcement of
family law in Indonesia is the No. Act. 1 in 1974 and the Compilation of
Islamic Law (KHI) issued by the President of the Republic of Indonesia
Instruction No. 1 of 1991 dated 10 Jini 1991. This article, will give an
overview about the phenomenon of the development of family law in
Indonesia.
Kata Kunci: hukum keluarga, islam indonesia
Pendahuluan
Hukum keluarga adalah
keseluruhan ketentuan yang me-
nyangkut hubungan hukum
mengenai keluarga sedarah dan
keluarga karena perkawinan yang
meliputi, proses perkawinan,
kekuasaan orang tua, perwalian
dan lain-lain. Hukum keluarga yang
berlaku di Indonesia saat ini adalah
hukum kekeluargaan yang diatur
dalam Undang-undang Perkawinan
No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun
1975, UU No. 7 Tahun 1989 dan
Kompilasi Hukum Islam.
Dengan diberlakukannya UU
No.1 tahun 1974 tentang
perkawinan, maka telah sampailah
ajal teori Receptie yang selama
beberapa tahun telah menjadi
ganjalan dalam penerapan hukum
Islam di Indonesia. Dalam teori
Receptie dijelaskan bahwa hukum
Islam akan mempunyai arti dan
manfaat bagi kepentingan
pemeluknya, apabila hukum Islam
tersebut telah diresepsi oleh Hukum
adat. Secara tegas pasal 2 ayat (1)
yang menyatakan bahwa “Per-
kawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut ketentuan
hukum masing-masing agama, dan
kepercayaan itu”, dengan demikian
Hukum Islam telah menjadi sumber
hukum yang langsung tanpa harus
melalui hukum adat dalam menilai
apakah suatu perkawinan sah atau
tidak. Jadi secara yuridis formal,
hukum Islam – khususnya dalam
bidang perkawinan dan segala
akibat hukumnya– telah dinyatakan
berlaku walapun hukum adat tidak
mengakuinya.
Dengan kata lain sejak
dikeluarkannya UUP No. 1 Tahun
1974, hukum Islam secara tegas
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telah dinyatakan berlaku di negara
Republik Indonesia ini walaupun
hanya sebatas di bidang hukum
kekeluargaan saja. Setelah melalui
perdebatan yang panjang, akhirnya
pada tanggal 29 Desember 1989
melalui Lembaran Negara Republih
Indonesia  tahun 1989 Nomor 49,
disahkanlah UU No. 7 Tahun 1989.
kelahiran UU Peradilan Agama ini
patut disyukuri, karena dengan UU
tersebut Peradilan Agama telah
sejajar dengan peradilan lain dan
tidak lagi dalam pengawasan atau
dicampurtangani peradilan lain
serta putusannya tidak lagi
membutuhkan pengukuhan
peradilan umum. UU Peradilan
Agama ini mengisyaratkan bahwa
hukum Islam telah diterima dan
diberlakukan bagi setiap umat
Islam di Indonesia, hal ini
ditegaskan dalam kompetensi
absolut Peradilan Agama yang
disebutkan dalam pasal 49 ayat (1),
(2), (3) dan (4) UU No. 7 Tahun
1989, namun kompetensi tersebut
masih sangat global dan untuk itu
perlu diadakannya kondifikasi dan
unifikasi hukum yang memadai
agar amanat yang dibebankan
pasal ini dapat dilaksanakan.
Setelah melalui proses yang
panjang, maka Hukum Keluarga
Islam di Indonesia ini kembali
dipertegas dengan dikeluarkannya
kompilasi Hukum Islam di
Indonesia melalui Instruksi Presiden
Republik Indonesia No. 1 Tahun
1991 tanggal 10 Jini 1991 dan
kemudian ditindak lanjuti dengan
Keputusan Menteri Agama RI No.
154 tahun 1991 tanggal 22 Juli
1991. yang disebarluaskan melalui
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perkembangan dan materi Hukum
Keluarga Islam di Indinesia secara
lebih mendalam, maka ada biaknya
sekaran kita bahas tentang segala
sesuatu yang berhubungan dengan
hukum kekeluargaan Islam di
Indonesia.
Perkembangan Hukum
Keluarga Islam di Indonesia
Istilah Hukum Islam merupakan
istilah khas di Indonesia sebagai
terjemahan dari al-Fiqh al-Islamy
atau dalam konteks tertentu dikenal
dengan al-Syari’at al-Islamy. Di
Indonesia, Hukum Islam pernah
diterima dan dilaksanakan dengan
sepenuhnya oleh masyarakat Islam,
meski didominasi oleh fiqh
Syafi’iyah. Hal ini menurut Rachmat
Djatnika, fiqh Syafi’iyah lebih
banyak dan dekat kepada
keperibadian masyarakat Indonesia
(Rafiq : 12). Namun lambat laun,
pengaruh mazhab Hanafi, mulai
diterima oleh masyarakat
Indonesia, penerimaan dan
pelaksanaan hukum Islam ini dapat
di lihat pada penerapan hukum
Islam di masa-masa kerajaan Islam
awal di Indonesia.
Penerapan  hukum Islam di
Indonesia ini berlangsung hingga
pendudukan VOC pada tahun 1800.
Namun pada abad ke-19 Masehi
muncul sikap curiga dari
pemerintah kolonial Belanda.
Sebagai kelimaksnya karena
pengadilan Belanda tidak mampu
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menerapkan undang-undang
agama bagi penduduk Bumi Putra,
maka dibentuklah Pengadilan
Agama dengan nama yang salah
“Priesterraad” atau pengadilan
Pendeta, melalui Stbl. 1882 No 152.
priesterraad dibentuk di setiap
wilayah Landraad atau Pengadilan
Negeri, yang wewenangnya
meliputi perkara-perkara antara
orang-orang Islam  agar




yakni Hukum Islam dianggap tidak
ada, yang ada hanyalah hukum
adat. Hukum Islam akan
mempunyai arti dan manfaat bagi
kepentingan pemeluknya, apabila
hukum Islam tersebut telah
diresepsi oleh hukum adat. Teori
“Receptie” ini diatur oleh pasal 134
ayat (2) Indische Staatsregeling
(IS) “Dalam hal apabila terjadi
perkara perdata antara sesama
orang Islam, akan diselesaikan
oleh hakim agama Islam, apabila
keadaan tersebut telah diterima
oleh hukum adat mereka dan
sejauh tidak ditentukan lain oleh
ordonansi”.
Sebagai tindak lanjut dari
pasal ini maka dikeluarkanlah Stbl
1937 No. 16 yang isinya bahwa
Peradilan Agama di Jawa dan
Madura hanya berwenang
memeriksa perkara perkawinan
saja, sedang perkara waris menjadi
wewenang Pengadilan Negeri.
Demikian juga wilayah Kalimantan
Selatan melalui Stbl No. 638 dan
639. Kebijakan Snaock Hourgronje
dalam teori Receptie memicu
munculnya reaksi yang keras dari
kalangan umat Islam. Kemudian
setelah Indonesia merdeka, para
pemimpin Islam berusaha
memulihkan dan mendudukan
hukum Islam dalam Indonesia
merdeka dan hal ini terbukti
dengan adanya pasal 29 UUD 1945.
Setelah Indonesia merdeka,
berdasarkan aturan Peralihan UUD
1945, maka B.W. Hindia Belanda
tetap dinyatakan berlaku sebelum
diganti oleh undang-undang baru,
dan kemudian B.W. Hindia Belanda
ini disebut dengan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata Indonesia.
Dengan demikian  hukum keluarga
yang berlaku di Indonesia adalah
hukum yang diatur dalam KUH Pdt
buku I dan buku III.
Dalam perkembangannya
dan  atas desakan dari berbagai
pihak, maka pemerintah RI berhasil
mengeluarkan Undang-undang
Perkawinan yakni UUP No. 1 Tahun
1947 melalui Lembaran Negara
tahun 1974 No.1 dan
Penjelasannya dimuat dalam
Tambahan Lembaran Negara No.
3019. Dengan disahkannya UUP ini,
maka secara yuridis-formal hukum
keluarga Islam telah diberlakukan
di Indonesia, karena UU ini disusun
untuk memenuhi tuntutan umat
Islam yang ingin mengamalkan
ajaran agamanya.
Dengan diberlakukannya UU
No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan ini menurut Prof.
Mahadi telah sampailah ajal teori
Receptie. Berdasarkan pasal 1 ayat
(1) yang menyatakan bahwa
“Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut ketentuan
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hukum masing-masing agama, dan
kepercayaan itu”, maka Hukum
Islam telah menjadi sumber hukum
yang langsung tanpa harus melalui
hukum adat, hal ini terlihat dalam
menilai apakah suatu perkawinan
sah atau tidak tidak diperlukannya
ketentuan dalam hukum adat,
asalkan perkawinan tersebut telah
dinyatakan sah dalam ketentuan
hukum yang terdapat dalam
agama. Jadi secara yuridis formal,
hukum Islam – dalam bidang
perkawinan dan segala akibat
hukumnya – telah dinyatakan
berlaku di Indonesia.
Begitu juga dengan
Peradilan Agama telah diakui
sebagai salah satu dari keempat
badan  peradilan yang ada di
Indonesia berdasarkan UU No 14
Tahun 1970 tentang ketentuan-
ketentuana Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Dengan keberadaan
Peradilan Agama ini, maka usaha
menempatkan Hukum Islam
sebagai subsistem hukum nasional
telah dilakukan, yakni dengan telah
diakuinya Peradilan Agama sebagai
salah satu lembaga peradilan yang
ada di Indonesia disamping ketiga
lembaga peradilan lainnya . Pada
masa sebelum dikeluarkannya UU
No. 7 Tahum 1989 penerapan UU
No.1 Tahun 1974 telah mulai
tampak, kendati keputusan
Pengadilan Agama harus
dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri
(Rafiq 1995: 24).
Pada tahun 1989, setelah
melalui usaha dan perjuangan yang
panjang akhirnya lahirlah UU No. 7
Tahun 1989 tentang peradilan
Agama, meski di dalamnya lebih
banyak memuat hal-hal yang
bersifat tehnis dalam beracara di
Pengadilan Agama. Undang-undang
No. 7 tahun 1989 mengisyaratkan
bahwa hukum Islam telah diterima
dan diberlakukan  bagi umat Islam
di Indonesia, meski diakui hanya
dalam bidang perkara perdata
tertentu yang disebutkan dalam
pasal 49 ayat (1) dan terdapat
pilihan atau alternatif kepada
subjek hukum didalamnya apakah
akan memilih menyelesaikan
perkaranya di Peradilan Agama
atau Peradilan Umum dalam bidang
waris dan adanya pembatasan
terhadap kewenangan Pengadilan
Agama yakni mengenai tidak
berwenangnya Peradilan agama
untuk menyelesaikan perkara
sengketa harta bersama apabila
dalam penyelesai perkara tersebut
tersangkut pihak ketiga sebelum
perkara yang diintervensi tersebut
diselesaikan di Pengadilan Umum.
Secara tegas dan jelas pasal
49 ayat (!) menegaskan bahwa
Peradilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara-perkara
tingkat pertama bagi orang-orang
yang beragama Islam dalam bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat
hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam dan perkara wakaf
serta shadaqah. Berdasarkan pasal
49 UU No. 7 Tahun 1989 ini secara
tegas dapat dikatakan bahwa
secara legal-formal hukum
keluarga yang berlaku di Indonesia
adalah Hukum Islam yang terdapat
dalam undang-undang No.1 Tahun
1974.
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Pada tahun 1991
dikeluarkanlah kompilasi Hukum
Islam di Indonesia melalui Instruksi
Presiden Republik Indonesia No. 1
Tahun 1991 tanggal 10 Jini 1991
dan kemudian ditindak lanjuti
dengan Keputusan Menteri Agama
RI No. 154 tahun 1991 tanggal 22
Juli 1991.  Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia merupakan
pengembangan dari hukum
perkawinan yang tertuang dalam
UU No. 1 Tahun 1974, sehingga ia
tidak dapat lepas dari misi yang
diemban oleh UUP tersebut,
walaupun cakupannya hanya
terbatas bagi kepentingan atau
perkara yang terjadi antar umat
Islam. Adapun tujuan dari
perumusan Kompilasi Hukum Islam
ini adalah untuk dijadikan pedoman
yang seragam (unifikatif) bagi
hakim-hakim Pengadilan Agama
dan menjadi hukum positif yang
wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa
Indonesia yang beragama Islam.
Dengan demikian tidak akan ada







dengan mengacu kepada sumber
hukum Islam yakni al-Qur’an dan
Sunnah Rasulullah SAW serta
pendapat ulama, dan secara
hirarkial mengacu kepada
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Disamping itu dalam
perumusan KHI juga
memperhatikan perkembangan
yang berlaku secara global serta
memperhatikan tatanan hukum
barat yang tertulis (terutama
hukum Eropa kontinental) dan
tatanan hukum adat, yang memiliki
titik temu dengan hukum Islam.
Dengan kata lain terjadi adabtasi
dan modifikasi tatanan hukum lain
ke dalam perumusan Kompilasi
Hukum Islam  sehingga dapat
dikatakan KHI merupakan
perwujudan hukum Islam yang
khas di Indonesia (Cik Hasan Bisri
1999, h. 9).
Penekanan dalam Instruksi
Presiden Republik Indonesia No. 1
Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam
tersebut tampaknya hanya
mengenai penyebarluasan dan
anjuran untuk dijadikan sebagai
pedoman dan secara tegas
memang tidak ada teks khusus
yang berkenaan dengan kedudukan
dan fungsi kompilasi tersebut.
Artinya kompilasi Hukum Islam ini
tidak mengikat masyarakat muslim
Indonesia maupun instansi yang
terkait. Hal ini menurut
Abdurrahman Wahid tentu tidak
sesuai dengan penetapan latar
belakang kompilasi ini, karena itu
pengertian sebagai pedoman harus
dipahami sebagai tuntutan atau
petunjuk yang harus dipakai baik
oleh Pengadilan maupun umat
Islam di Indonesia dalam
menyelesaikan sengketa dibidang
perkawinan, kewarisan dan
perwakafan (Wahid 1991: 55).
Materi Hukum Keluarga
Islam di Indonesia
Keluarga dalam pengertian yang
sempit adalah kesatuan masyarakat
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terkecil yang terdiri dari suami, istri
dan anak yang berdiam dalam
suatu tempat. Sedang dalam
pengertian yang luas adalah apabila
dalam tempat tinggal tersebut juga
berdiam pihak-pihak lain, sebagai
akibat adanya perkawinan
(Muhammad. 1993: 63). Hukum
keluarga adalah hukum yang
memuat rangkaian peraturan-
peraturan hukum yang timbul dari
pergaulan hidup keluarga.
Hukum keluarga yang
berlaku di Indonesia saat ini dalam
hukum keluarga yang diatur dalam
UU Perkawinan No. 1 tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia melalui Instruksi Presiden
Republik Indonesia No. 1 Tahun
1991 tanggal 10 Jini 1991. Pasal 66
UU No.1 tahun 1974 menyatakan
bahwa ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam undang-undang dan
peraturan-peraturan terdahulu,
mengenai perkawinan dinyatakan
tidak berlaku lagi sejauh telah
diatur oleh undang-undang ini. Hal
ini memberikan pemahaman bahwa
sepanjang ketentuan-ketentuan
yang berkaitan dengan persoalan
keluarga, maka terhadap persoalan
tersebut harus dilakukan berdasa-
rkan undang-undang No. 1 tahun
1974 dan selanjutnya diatur secara
lebih rinci dalam Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia yang merupakan
pengembangan  dari UUP No. 1
Tahun 1974, serta UU No. 7 Tahun
1989.
Secara umum ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam KHI
dibidang perkawinan pada dasarnya
merupakan penegasan ulang
tentang hal-hal yang telah diatur
dalam UUP. namun dalam
penegasan ulang tersebut langsung
dibarengi dengan penjabaran lanjut
atas ketentuan UUP dan PP No. 9
Tahun 1975. hal ini dimaksudkan
untuk membawa UUP ke dalam
ruang lingkup yang lebih bersifat
dan bernilai syari’at Islam
ketentuan pakok yang bersifat
umum dalam UUP dirumuskan
menjadi ketentuan yang bersifat
khusus sebagai aturan dalam
hukum Islam yang akan
diberlakukan khusus bagi mereka
yang beragama Islam (M. Yahya
Harahap,1999: 50).
Apabila dikaji dengan teliti,
ternyata UUP No. 1 tahun 1974 ini
menitikberatkan pada hubungan
darah yang mengutamakan garis
kedua-duanya ayah dan ibu
(parental dan bilateral) dalam
hubungan kekeluargaan (Kansil.
1989:225). Hal ini dapat dibuktikan
sebagai berikut:
1. Dalam bidang Perkawinan
- Pasal 6 ayat 2 menetapkan
bahwa anak yang belum
mencapai usia 21 tahun
apabila melangsungkan per-
kawinan  harus mendapat-kan
izin dari kedua orang tuanya
bukan salah satu dari mereka.
- Pasal 8 menyatakan larangan
dilangsungkannya perkawinan
antara peria dan wanita yang
mempunyai hubungan darah
terlalu dekat dan karena
hubungan semenda.
- Pasal 32 menetapkan bahwa
rumah tempat kediaman
ditentukan oleh suami istri
secara bersama-sama.
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- Pasal 31 menyatakan bahwa
hak dan kedudukan suami istri
adalah seimbang dalam
kehidupan rumah tangga dan
pergaulan hidup dalam
bermasyarakat.
2. Kekuasaan orang tua
- pasal 45 ayat 1 menetapkan




- Pasal 47 menetapkan bahwa
anak yang belum berumur 18
tahun atau7 belum kawin
berada di bahwa kekuasaan
orang tua, bukan salah
satunya.
- Pasal 48 menetapkan bahwa
kedua orang tua dilarang
memindahkan hak atau
menggadaikan barang tetap
anak mereka yang belum
berumur 18 tahun atau belum
kawin.
3. Kekuasaan terhadap harta
- pasal 35 ayat 1 menetapkan
bahwa harta yang diperoleh
selama perkawinan menjadi
harta bersama dan dikuasai
bersama.
- Pasal 35 ayat (2) menetapkan
bahwa sejak terjadi
perkawinan harta disatukan
dan dikuasai bersama apabila
dibuat perjanjian.
4. Perwalian
- Pasal 51 ayat (2) menetapkan
bahwa wali sedapat-dapatnya
diambil dari keluarga anak
tersebut. Ini berarti dapat
diambil dari keluarga pihak ibu
maupun bapak.
5. dan ketentuan-ketentuan lain
- pasal 30 menetapkan bahwa
suami istri memikul kewajiban
yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang menjadi
sendi dasar susunan
masyarakat.
- Pasal 33 menetapkan bahwa
suami istri wajib saling cinta-
mencintai, hormat-meng-
hormati, setia dan memberi-
kan bantuan lahir batin yang
satu kepada yang lain.
- Pasal 31 ayat 3 menetapkan
bahwa suami adalah kepala
keluarga dan istri adalah ibu
rumah tangga.
Dari penjelasan di atas dapat
dipahami bahwa Undang-undang
No. 1 tahun 1974 tidah menganut
azas patrilineal maupun matrilinear
yang mengunggulkan garis
keturunan tertentu, namun
undang-undang ini menganut azas
parental dan Bilateral yang
mensejajarkan kedudukan antara
kedua-duanya dan tidak ada yang
lebih utama.
Adapun mengenai Kompilasi
Hukum Islam yang merupakan
pengembangan dari hukum
perkawinan yang tertuang dalam
UU No. 1 Tahun 1974 tidak bisa
lepas dari misi yang diemban oleh
UUP tersebut walaupun
cakupannya hanya terbatas pada
kepentingan umat Islam saja. Misi
yang diemban oleh Kompilasi
Hukum Islam antara lain adalah
kompilasi mutlak harus mampu
memberikan landasan hukum
perkawinan yang dapat dipegangi
oleh umat Islam di Indonesia
(Rafiq, 1995: 55). Karena kompilasi
dalam banyak hal merupakan
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penjelasan UUP, maka prisip-prinsip
atau asas-asas perkawinannya
mengacu dalam UUP No. 1 tahun
1974 dapat dirincikan sebagai
berikut:
1.   Monogami
Pada azasnya dalam suatu
perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang istri
dan seoramg wanita hanya
boleh mempunyai seorang
suami demikian menurut pasal 3
ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.
Selanjutnya KHI dalam Bab IX
pasal 55 sampai 59 juga
mengisyaratkan asas
monogamy, berdasarkan pasal-
pasal ini, maka jelaslah bahwa
UUP dan KHI  menganut azas
monogami.
2.   Kebebasan berkehendak
Pada asasnya setiap orang
bebas berkehendak, sehingga
UUP ini menetapkan bahwa
perkawinan yang akan dilakukan
harus didasarkan atas
persetujuan bebas antara
seorang pria dan seorang
wanita yang melangsungkan
perkawinan (pasal 6 ayat (!) )
dan KHI pasal 16 dan 17.
Ditetapkannya peraturan ini
disebabkan karena perkawinan
mempunyai maksud dan tujuan
yang mulia, yakni agar suami
dan istri dapat membentuk
keluarga yang kekal dan
bahagia (dalam KHI dikatakan
keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah).
Persetujuan bebas artinya suka
sama suka, tidak ada paksaan
dari pihak lain
3.   Pengakuan kelamin secara
kodrati
Kelamin pria dan wanita adalah
kodrat yang diciptakan oleh
Tuhan, bukan buatan manusia,
sehingga secara tegas UUP ini
pasal 1 menjelaskan perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang
wanita.
4.  Tujuan perkawinan
Tujuan perkawinan ditegaskan
dalam pasal 1 UUP yakni untuk
membentuk keluarga/rumah
tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Tuhn Yang Maha






spiritual dan material. Tanpa
mengurangi landasan idiil ini,
KHI mempertegas dan
memperluasnya kearah nilai-
nilai yang mengandung ruh
Islam yakni membentuk rumah
tangga yang sakinnah,
mawaddah dan rahmah.
5.   Sahnya perkawinan
Pasal 2 ayat (1) UUP
menetapkan bahwa perkawinan




perkawinan harus dicatat me-
nurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan
rumusan ini, maka tidak ada
perkawinan diluar hukum yang
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ditetapkan oleh masing-masing
agama dan kepercayaannya itu
dan tiap-tiap perkawinan yang
telah dilakukan berdasarkan
ketentuan agama itu harus
dicatat menurut peraturan yang
berlaku. Fundamentum yuridis
tersebut diperjelas
penekanannya dalam KHI pasal
4, 5, 6, dan 7. Dari penegasan
tersebut terlihat bahwa KHI
telah mengakui sepenuhnya
campur tangan pemerintah
dalam setiap perkawinan dan
hal ini melapas jauh-jauh
dogma yang berkembang dan
dipahami yang mengajarkan
perkawinan sebagai individual
affairs atau urusan pribadi.
6.   Prinsip perkawinan
Calon suami istri harus telah
masak jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan
agar dapat mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik tanpa
berakhir pada perceraian. Untuk
itu harus dicegahnya terjadinya
perkawinan dibawah umur yakni
19 tahun untuk pria dan 16
tahun untuk wanita dan hal ini
kembali dipertegaskan dalam
KHI pasal 15.




keluarga yang kekal dan
bahagia maka UUP ini sesuai
dengan pasal 39 ayat (1)
menganut prinsip mempersukar
terjadinya perceraian. Hal ini
pun kembali dipertegas dalam
KHI pasal 114, 115 dan 116,
yang antara lain menegaskan
bahwa suatu perceraian baru
bisa terjadi apabila ada alasan-
alasan tertentu dan harus
dilakukan di depan sidang
pengadilan.
8.   Hak dan kedudukan suami istri
Dalam UUP dan KHI ditegaskan
bahwa hak dan kedudukan  istri
adalah seimbang dengan hak
dan kedudukan suami baik
dalam kehidupan rumah tangga
maupun dalam pergaulan
masyarakat, sehingga segala
urusan dalam rumah tangga
dapat dirundingkan dan
diputuskan bersama-sama.
9.   Jaminan kepastian hukum
untuk menjamin kepastian
hukum, maka perkawinan
berikut segala sesuatu yang
berhubungan dengan




menurut hukum yang telah ada
adalah sah.
Materi Hukum Keluarga Islam
di Indonesa menurut UU No. 1
tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia




No. 1 tahun 1974 adalah suatu
ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa. Dipandang dari segi hukum
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perkawinan itu merupakan suatu
perjanjian sebagaimana ditetapkan
dalam ayat al-Qur’an surat IV: 21
yang menyatakan “… perkawinan
adalah peerjanjian yang sangat
kuiat” disebut dengan kata-kata
“mitsaaqaan ghaliizhaan”. Dari segi
agama perkawinan adalah suatu
lembaga yang suci, dimana kedua
pihak dihubungkan sebagai suami
istri dengan menggunakan nama
Allah SWT (Thalib. 1982: 47).
Ketentuan ini secara jelas
ditegaskan dalam KHI pasal 2 yang
menegaskan perkawinan sebagai
akad yang sangat kuat mitsaaqan
ghalidhan) untuk mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah. Untuk
mencapai hal tersebut maka pasal
6 ayat (1) KHI menegaskan bahwa
“Perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai”
dan pasal 16 ayat (1) menegaskan
bahwa persetujuan tersebut harus
dilakukan dihadapan dua orang
saksi nikah. Persetujuan kedua
calon mempelai ini penting agar
masing-masing pasangan dalam
memasuki gerbang perkawinan dan
berrumah tangga dapat benar-
benar senang hati dalam membagi
tugas, hak dan kewajibannya
secara proporsional. Adapun bentuk
persetujuan tersebut dapat
dilakukan secara lisan, tulisan
maupun isyarat. Selanjutnya ayat
(2) menjelaskan bahwa bila
ternyata perkawinan tersebut tidak
disetujui oleh salah satu pihak dari
calon mempelai yang
bersangkutan, maka perkawinan ini
tidak dapat dilangsungkan.
2. larangan melakukan perkawinan
Hukum asal melakukan
perkawinan menurut pandangan
Islam adalah boleh, sehingga dalam
Islam sorang laki-laki diperbolehkan
kawin dengan wanita mana saja.






terdapat dalam surat al-
Baqarah ayat 221 tentang
larangan melakukan
perkawinan dengan wanita
musyrik dan surat al-Maidah
ayat 5.
2) Larangan perkawinan karena
hubungan darah yang
sangat dekat, sebagaimana
terdapat dalam surat an-Nisa
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dalam surat an-Nisa: 23
yang menetapkan
keharaman mwngawini :
- ibu istri kamu (mertua
perempuan)
- anak tiri perempuan yang
ibunya sudah
dicampuri;
- istri anak sulbi (menantu)
- dua orang bersaudara
sekaigus
- perempuan yang pernah
dinikai bapak kamu,




dalam UU No. 1 tahun 1974
pasal 8 yang menyatakan
bahwa perkawinan itu di
laramng antara dua orang
yang :
a. berhubungan darah
dalam garis lurus ke









dalam hal seorang suami
beristri lebih dari seorang
f. mempunyai hubungan




larangan melakukan perkawinan ini
juga ditegaskan dalam pasal 39 KHI
yang didasarkan pada bunyi surat
an-Nisa ayat 22-23. Pasal 39 KHI
pada angka 1 mendahulukan
mahram nasab yakni mahram yang
diakibatkan karena hubungan




kemudiang angka 3 menjelaskan
adanya mahram karena adanya
pertalian  sesusuan
3. Monogami, Poligami dan
Poliandri
Sebagaimana dijelaskan
dimuka, salah satu asas perkawinan
dalam UUP adalah monogami. Hal
ini didasarkan pada surat an-Nisa
ayat 3 yang menyatakan bahwa




kawinilah wanita-wanita yang kamu
senangi dua, tiga atau empat, dan
jika kamu takut tidak akan berlaku
adil maka (kawinilah) seorang
saja….” Perintah mengawini
seorang perempuan saja dalam
ayat di atas merupakan pilihan
yang paling dekat untuk berlaku
adil dan terhindar dari perbuatan
aniaya ataupun curang terhadap
istri (Thalib.1982, h. 55).
Walaupun UUP menganut
asas monogami, namun tidak
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menutup kemungkinan bagi para
suami untuk beristri lebih dari
seorang apabila dikehendaki olegh
pihak-pihak yang bersangkutan
sebagaimana disebutkan dalam
pasal 3 ayat (2). Kebolehan
berpoligami ini dapat di laksanalan
apabila terpenuhinya syarat-syarat
yang membolehkannya seorang
laki-laki untuk beristri lebih dari
seorang sebagaimana diesebutkan
dalam pasal 4:
a. Istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan
atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan
keturunan.
Dalam hal seorang suami yang
akan beristri lebih dari seorang
menurut pasal 4 ayat (1) UUP,
maka ia harus mengajukan
permohonan ke Pengadilan di
daerah tempat tinggalnya. Dan
menurut pasal  5 ayat (1)
Pengadilan akan memberi izin
apabila terpenuhi Syarat-syarat
sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari
istri/istri-istri;





c. adanya kepastian bahwa
suami akan berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-
anak mereka.
Disamping itu menurut  UUP
ini, seorang wanita dilarang
mempunyai suami lebih dari
seorang dalam waktu yang
bersamaan sebagaimana
disebutkan dalam pasal 3 dan pasal
9. Hal ini berdasarkan surat an-Nisa




Dalam hal kebolehan beristri
lebih dari seorang ini KHI  secara
tegas dan gamblang menjelaskan
persaratan beristri lebih dari
seorang dalam pasal 55 hingga
pasal 59. antara lain persaratan
yang harus dipenuhi oleh seorang
laki-laki yang ingin beristri lebih
dari seorang  adalah harus mampu
berlaku adil kepada semua istrinya.
4. Hak dan Kewajiban Dalam
Perkawinan
Pasal 30 UUP menetapkan
bahwa suami istri memikiul
kewajiban yang luhur untuk
menegakkan rumah tangga yang
menjadi sendi dasar dari susunan
masyarakat. Dari pasal ini dapat
dipahami bahwa hak dan
kedudukan suami istri adalah
seimbang dalam dalam  pergaulan
hidup di masyarakat. Pasal 31
menyebutkan bahwa suami adalah
kepala keluarga dan istri adalah ibu
rumah tangga, dari sini juga dapat
dipahami bahwa hak dan
kedudukan suami istri dalam
keluarga juga seimbang.
Selanjutnya pasal 32 menyebutkan
bahwa  suami istri harus
mempunyai tempat kediaman yang
tetap yang ditentukan oleh kedua-
duanya secara bersama-sama. Dan
pasal 34 menetapkan kewajiban
kedua belah pihak, yakni:
a. suami wajib melindungi Istri
dan memberikan segala
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sesuatu keperluan hidup
rumah tangga sesuai dengan
kemampuannya;
b. istri wajib mengatur urusan
rumah tangga sebaik-
baiknya;





Mengenai hak dan kewajiban
suami istri dalam perkawinan ini
juga dipertegas dalam pasal 77
sampai pasal 84 KHI, yang antara
lain mengatur tentang kewajiban
suami, kewajiban istri, tempat
kediaman, dan kewajiban suami
yang beristri lebih dari seorang.
5. Harta Kekayaan suami Istri
Berkenaan dengan  harta
benda dalam perkawinan, maka hal
ini diatur dalam pasal 35 yang
menyatakan bahwa:
a. harta benda yang diperoleh
selama perkawinan  menjadi
harta bersama;
b. harta benda dari masung-
masing suami dan istri dan
harta benda yang diperoleh
masing-massing sebagai
hadian atau warisan, adalah
dibawah penguasaan
masing-masing sepanjang
para pihak tidak menentukan
lain.
Mengenai harta bersama,
suami atau istri dapat bertindak
atas persetujuan  kedua belah
pihak.sedangkan mengenai harta
bawaan masing-masimng, suami
dan istri  mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum  terhadap harta
bendanya (pasal 36). Dalam
berbagai kitab Fiqh tidak
dibicarakan mengenai pelembagaan
harta kekayaan suami istri,
sehingga atas dasar metodologi
istihsan, maslahah al-mursalah, dan
uruf serta kidah al-‘adab
muhkamah KHI melakukan
pendekan kompromi dengan hukum
adat.selanjutnya mengenai pokok-
pokok hukum harta bersama ini





perkawinan diatur dpasal 38 UUP
yang menyatakan  bahwa suatu






dapat dilakukan di depan Sidang
Pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah
pihak. Dalam hal terjadinya
perceraian menurut pasal 39 harus
cukup adanya alasan-alasan bahwa
anatara suami istri  itu tidak akan
dapat hidup rukun sebagai suami
istri. Adapun alasan-alasan yang
dapat dijadikan dasar perceraian
adalah:
a. salah satu pihak berbuat zina
atau menjadi pemabuk,
pemadat, pejudi, dan lain
sebagainya yang sukar
disembuhkan;
b. salah satu meninggalkan
yang lain selama dua tahun
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berturut-turut tanpa izin
pihak dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya;
c. salah  satu pihak mendapat
hukuman penjara selama 5









e. salah satu pihak mendapat





f. antara suami dan istri terus
menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah
tangga.




a. baik ibu atau bapat tetap
berkewajiban memelihara
dan mendidik anak-anaknya;
b. bapak yang bertanggung
jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan
akan dan bila bapak tidak
mampu maka pengadilan





biaya penghidupan dan atau
menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas istri.
KHI secara tegas telah
menggariskan dalam pasal 105
mengenai pemeliharaan anak
setelah terjadinya perceraian, yakni
sebelum anak mencapai usia 12
tahun yang berhak memelihara
anak adalah ibunya dan biaya
pemeliharaan ditanggung oleh
ayahnya, setelah 12 tahun ke atas
anak diberi kebebasan untuk
memilih kepada siapa dia akan ikut.
7. Kedudukan Anak
UUP pasal 42 menetapkan
bahwa anak sah adalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah.
Selanjutnya menegaskan bahwa
anak uang dilahirkan diluar
perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya (pasal 43).
Dalam hal suami yang menyangkal
sahnya anak yang dilahirkan
istrinya, bila ia dapat membuktikan
di depan sidang pengadilan bahwa
istrinya berzina dan anak yang
dilahirkan adalah anak zina, maka
pengadilan dapat memberikan
keputusan tentang sah/tidaknya
anak atas permintaan yang
berkepentingan (pasal 44).
Satu hal yang dikembangkan
KHI dalam pasal 99 ialah mengenai
pengabsahan kebolehan  memper-
gunakan teknologi kedokteran
dalam kelahiran seorang anak.
Yakni dianggap anak sah anak yang
dilahirkan sebagai akibat pem-
buahan di luar rahim asalkan
pembuahan itu berasal dari sperma
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mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya. Kewajiban ini berlaku
hingga si anak kawin atau dapat
berdiri sendiri dan kewajiban ini
terus berlaku walaupun keduanya
telah bercerai (pasal 45).
Selanjutnya  pasal 49 menetapkan
bahwa: salah seorang atau kedua
orang tua dapat dicabut kekuasaan
terhadap seorang anak atau lebeih
untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yang lain,
keluarga anak dalam garis lurus ke
atas dan saudara-saudara kandung
yang telah dewasa atau pejabat
yang berwenang, dengan
keputusan pengadilan  dalam hal:
ia sangat melalaikan kewajibannya
terhadap anaknya; ia berkelakian
buruk sekali. Meskipun orang tua
dicabut kekuasaannya, mereka




UUP No. 1 tahun 1974
pasal 50 ayat (!) menjelaskan
bahwa seorang anak yang belum
mencapai usia 18 tahun atau belum
pernah melangsungkan pernikahan
yang tidak berada di bawah
kekuasaan orang tuanya lagi, maka
ia berada di bawah kekuasaan wali.
Selanjutnya pasda ayat (2)
dijelaskan bahwa perwalian
tersebut menyangkut pribadi anak
itu sendiri dan harta bendanya.
Kemudian pasal 51 ayat
(1) UUP menjelaskan bahwa
seorang wali dapat ditunjuk
langsung oleh orang tua yang
bersangkutan sebelum ia meninggal
dunia, dengan surat wasiat atau
pun secara lisan dihadapaan dua
orang saksi. Wali yang dimaksud
sedapatnya harus diambil dari
keluarga anak tersebut, atau orang
yang sudah dewasa, jujur,
berpikiran sehat, adil dan
berkelakuan baik. Seorang wali
berkewajiban mengurus anak yang
berada di bawah perwaliannya dan
hartanya secara baik dan
mengharmati agama dan
kepercayaan anak itu.
Seorang wali dapat dicabut
kekuasaan atas perwalian terhadap
anak tersbut apabila melalaikan
kewajibannya terhadap anak atau
berkelakuan buruk sekali,
pencabutan kekuasan perwalian ini
dapat terjadi atas permintaan orang
tua si anak, keluarga dalam garis
ke atas dan kesamping atau
pejabat yang berwenang.
Selanjutnya pasal 54 menyatakan
bahwa wali yang telah
menyebabkan kerugian terhadap si
anak yang berada dibawah
kekuasannya diwajibkan mengganti
kerugiannya tersebut apabila ada




dikatakan bahwa hukum kewarisan
yang diatur dalam KHI berpedoman
pada garis-garis hukum fara’id dan
warna alam pikir asas qath’i yang
dominan dalam perumusannya,
seluruhnya hampir berpedoman
pada garis rumusan nas al-Qur’an.
Dalam KHI tidak nampak
perumusan yang bersifat
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kompromistis dengan ketentuan




bilateral. Pasal 176 KHI mengatur
tentang besarnya bagian harta
warisan bagi anak laki-laki dan
anak perempuan yang
ketetapannya tetap merujuk pada
surat an-Nisa ayat 11.
10. Hibah
Bab VI buku II mengatur
tentang hibah, dan pada dasarnya
apa yang diatur dalam KHI hampir
sama nilai-nilai normanya dengan
yang terdapat dalam hukum adat
dan hukum Eropa. Namun
demikian, perumusan hukum hibah
yang diatur dalam KHI mengalami
modifikasi dan ketegasan
kepastian, seperti adanya pem-
batasan secara definitif yang
meliputi umur penghibaan minimal
21 tahun, pembatasan harta yang
boleh dihibahkan tidak boleh lebih
dari 1/3 dan secara kasuistik hibah
orang tua kepada anaknya dalam




umum yang terkandung dalam KHI
dapat dikatakan mengandung
pembinaan dan pembaharuan
hukum di bidang perwakafan,
seperti adanya usahamensejajarkan
KHI dengan peraturan perwakafan
dibidang tanah, yakni adanya
persesuaian aturan KHI dengan PP
No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun
1977, dan adanya usaha penertiban
administrasi wakaf yang disebutkan
dalam pasal 215 KHI ayat (6) dan
(7 ) serta pertanggungjawaban
nazir yang diatur dalam pasal 220
KHI yang bertujuan untuk
menghindari ketidak pastian
praktek pengelolaan benda wakaf.
Penutup
Perkembangan penerapan hukum
Islam di Indonesia hingga saat ini
menuju arah yang positif, hal ini
terbukti dengan telah disahkannya
berbagai peraturan perundang-
undangan bagi umat Islam,
walaupun hanya terbatas dalam
bidang perkara perdata tertentu
yakni dalam bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, wakaf
dan shadaqah, seperti UU No. 1
Tahun 1974, UU No.7 Tahun 1989
dan Kompilasi Hukum Islam di
ndonesia melalui Instruksi Presiden.
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